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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Nagari
Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017 Uraian Nomor 22 Tentang
Pelaksanaan Jasa Pengurusan Administrasi Uang Lompek Paga Dalam
Pernikahan Pada Masyarakat Adat Kenagarian Situjuah Gadang
Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Peraturan Nagari Situjuah
Gadang Nomor 5 Tahun 2017 Uraian Nomor 22 Tentang Pelaksanaan Jasa
Pengurusan Administrasi Uang Lompek Paga dalam pernikahan pada masyarakat
adat Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Lompek
paga adalah sebuah pembayaran bagi seorang laki-laki dari luar yang ingin
menikahi gadis yang berada di Jorong Padang Kuniang dengan sejumlah uang
yang telah ditentukan. Pembayaran uang lompek paga ini wajib dibayar oleh
mempelai laki-laki. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana pelaksanaan lompek paga terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadang
Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada
masyarakat adat Jorong Padang Kuniang, dan bagaimana tinjauan hukum Islam
mengenai pelaksanaan lompek paga terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadang
Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada
masyarakat adat Jorong Padang Kuniang. Tujuan dilakukannya penelitian ini
adalah untuk mengetahui pelaksanaan lompek paga terhadap Peraturan Nagari
Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan
administrasi pada masyarakat adat Jorong Padang Kuniang, dan untuk mengetahui
tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan lompek paga tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) yang berlokasi di
Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo
Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah
Peraturan Nagari Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017 Uraian Nomor 22. Objek
penelitian ini adalah pelaksanaan lompek paga terhadap Peraturan Nagari Situjuah
Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan
administrasi pada masyarakat adat Jorong Padang Kuniang. Adapun total populasi
penelitian ini berjumlah 12 orang. Sumber data penelitian ini ialah sumber data
primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui observasi,
wawancara, dan studi kepustakaan dengan menggunakan teknis analisis data
deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini jika ditinjau dengan hukum Islam tentang
pelaksanaan lompek paga terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadang Nomor 5
Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada
masyarakat adat Jorong Padang Kuniang tersebut maka termasuk ke dalam ‘urf
shahih karena pelaksanaan lompek paga ini tidak bertentangan dengan hukum
Islam dan banyak menimbulkan maslahah bagi masyarakat setempat. Hasil
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukum melaksanakan tradisi lompek paga
ini hukumnya mubah atau boleh dilakukan.
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A.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah terlepas dari adanya
peran orang lain dalam menjalani kehidupannya, artinya kehidupan seorang
manusia tanpa ada orang lain akan terasa hampa tidak berarti. Oleh karena itu
Allah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan agar masing-

masing dapat melengkapi. Hal demikian dapat dilihat dalam firman Allah :

P }11/,}1// . Y . ,1 w R _
Q};..L:/SLJ C/J'l?')J Lals> 26’:"‘.)'{:0'53
Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya

kamu mengingat kebesaran Allah.”!

Dalam surah az-Zariyat di atas, dijelaskan bahwa segala sesuatu yang
ada dibumi ini memiliki pasangannya, dan dalam ayat ini menjelaskan
pasangan secara umum (bukan hanya manusia tapi termasuk tumbuh-

tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya yang ada di bumi ini).

Pernikahan dalam Islam dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan
atas dasar kerelaan, bukan paksaan.” Prinsip pernikahan dalam Islam adalah

untuk selama hidup, bukan untuk sementara.

h.522

! Departemen Agama Islam RI, al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2007),



Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara
seorang laki-laki dan perempuan yang menghalalkan persetubuhan, tapi Allah
menyebutkan pernikahan itu adalah mitsagol gholizon (janji yang erat).’

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya
dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan
keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara
suami dengan istrinya, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga
dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan
tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah
segala kejahatan.”

Perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, perlu diatur
dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan
tercapai.Syarat-syarat dan rukun perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apabila
tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan
dalam kitab al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu

bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan

h. 73

? Abdur Rahman Ghozali, Figih Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003 ), cet. ke-1,

3 Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan, (Jakarta: Akademi Presindo, 2003), cet. ke-2, h. 6

* Sulaiman Rasjid, Figh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2010), cet. ke-45, h. 374



adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi
terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat
terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-
istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga
menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan,
kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan
keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan
larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya
(ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu’amalah) dalam
pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.’

Dalam masyarakat hukum daerah (teritorial). Perkawinan itu
merupakan lembaga masyarakat yang memungkinkan peralihan status orang
luar menjadi anggota masyarakat persekutuan hukum dan memikul kewajiban
untuk kesejahteraan masyarakat persekutuan hukum tersebut.’

Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu proses pernikahan tidak akan
terlepas dari suatu peraturan daerah setempat yang berlaku, karena pernikahan
merupakan suatu budaya yang juga mengikuti perkembangan budaya manusia
itu sendiri yang pastinya masih berada dalam lingkup kemasyarakatan. Seperti

yang berlaku dalam peratiran Nagari pada masyarakat Jorong Padang Kuniang

> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat,
dan Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), cet. ke-1, h. 8

% Mhd. Kastulani, Hukum Adat, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), cet. ke-1, h. 118



Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten
Lima Puluh Kota.

Masyarakat di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang
Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota penduduknya
mayoritas Islam yang berpegang teguh kepada adat Minangkabau dan
peraturan Nagari setempat. Di dalam peraturan Nagari di Jorong Padang
Kuniang ini, terdapat pembayaran uang lompek paga bagi calon mempelai
laki-laki dari luar daerah Jorong Padang Kuniang yang ingin menikahi
perempuan yang berada di dalam wilayah Jorong Padang Kuniang tersebut.”

Lompek paga adalah sebuah pembayaran bagi seorang laki-laki dari
luar yang ingin menikahi gadis yang berada di Jorong Padang Kuniang
Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari dengan
sejumlah uvang yang telah ditentukan. Pembayaran yang diberikan oleh
seorang laki-laki tersebut akan diberikan kepada Nagari. Apabila pembayaran
lompek paga tersebut tidak di bayar oleh seorang laki-laki tersebut, maka
tidak dikeluarkan surat keterangan pernikahannya dan tidak terjadilah
perkawinan antara laki-laki dan perempuan tersebut.”

Contohnya, seorang laki-laki yang bernama Andi berasal dari

Pekanbaru, laki-laki ini berkenalan dengan seorang gadis yang bernama Ayu

7 Firdaus, Masyarakat Setempat, wawancara, di Jorong Padang Kuniang, pada tanggal 2
November 2018

¥ Datuak Tungga Nan Hitam, Tokoh Adat Setempat, wawancara, di Jorong Padang Kuniang,
pada tanggal 4 November 2018



berasal dari Jorong Padang Kuniang. Setelah lama berkenalan mereka
mengambil keputusan untuk menikah. Lalu Andi pergi kerumah Ayu untuk
melamar. Karena Andi tidak warga Jorong Padang Kuniang, maka Andi harus
membayar uang lompek paga yang sudah di tetapkan oleh Nagari sebanyak
Rp.500.000,-.”

Adapun orang yang tidak mentaati peraturan Nagari mengenai
pembayaran yang lompek paga ini, sanksinya yaitu pihak kantor Wali Nagari
tidak bisa mengeluarkan surat keterangan izin menikah mereka sewaktu
mengurus surat-surat nikah di kantor Wali Nagari.'’

Pembayaran uang lompek paga ini sampai sekarang masih diatur oleh
peraturan Nagari di Jorong Padang Kuniang. Karena pembayaran uang
lompek paga adalah syarat pelaksanaan pernikahan pada masyarakat di Jorong
Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo
Nagari.

Berdasarkan dari fenomena diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih
lanjut dalam sebuah karya ilmiyah yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017

Uraian Nomor 22 Tentang Pelaksanaan Jasa Pengurusan Administrasi

? Andi Sepri, Masyarakat Setempat, wawancara, di Jorong Padang Kuniang, pada tanggal 12
November 2018

' Ondrizal, Wali Jorong Padang Kuniang, wawancara (via telepon), di Jorong Padang
Kuniang, pada tanggal 26 November 2018



Uang Lompek Paga Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Adat

Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

. Batasan Masalah

Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan jasa pengurusan administrasi
uang lompek paga dalam pernikahan pada masyarakat adat Jorong Padang

Kuniang.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dibahas pada latar belakang diatas, maka
dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan lompek paga terhadap Peraturan Nagari Situjuah
Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan
administrasi pada masyarakat adat Jorong Padang Kuniang?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan lompek paga
terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian
nomor 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada masyarakat adat
Jorong Padang Kuniang?

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ialah:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan lompek paga terhadap Peraturan
Nagari Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22
tentang jasa pengurusan administrasi pada masyarakat adat Jorong

Padang Kuniang.



b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan lompek
paga terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun
2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada
masyarakat adat Jorong Padang Kuniang

2. Kegunaan Penelitian ialah:

a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam
pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau.

b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan lompek paga
terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017
uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada
masyarakat adat Jorong Padang Kuniang, baik bagi kalangan
intelektual maupun orang awam.

c. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis tentang tinjauan hukum
Islam tentang pelaksanaan lompek paga terhadap Peraturan Nagari
Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa
pengurusan administrasi pada masyarakat adat Jorong Padang
Kuniang.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan Hukum Islam sosiologis yuridis yang

dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (fied



research) yang dilaksanakan di Jorong Padang Kuniang Kenagarian
Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari.
2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Sebagai subjek dalam penelitian ini ialah orang yang terlibat dalam
pelaksanaan pembayaran uang lompek paga dalam administrasi
pernikahan pada masyarakat di Jorong Padang Kuniang Kenagarian
Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari, yang terdiri dari
kepala kantor Wali Nagari, Niniak Mamak, dan mempelai laki-laki.

b. Sebagai objek dalam penelitian ini ialah pelaksanaan pembayaran
uang lompek paga dalam administrasi pernikahan pada masyarakat di
Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan
Situjuah Limo Nagari.

3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri
atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.'' Populasi berkaitan dengan seluruh kelompok orang,

peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian peneliti untuk

" Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), cet. ke-10, hlm. 49



diteliti.'"> Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 12 orang
terdiri dari 1 orang kepala kantor Wali Nagari, 2 orang niniak mamak,
9 mempelai laki-laki di Jorong Padang Kuniang yang terlibat dalam
pelaksanaan pembayaran uang lompek paga dalam administrasi
perkawinan pada masyarakat di Jorong Padang Kuniang Kenagarian
Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari.
Sampel

Sampel merupakan suatu faktor penting yang perlu
diperhatikan dalam penelitian yang kita lakukan. Sampel penelitian
mencerminkan dan menentukan seberapa jauh sampel tersebut
bermanfaat dalam membuat kesimpulan peneliti. Sampel merupakan
suatu bagian dari populasi.” Jadi karena populasi sedikit maka

penulis menjadikan seluruh populasi sebagai sampel.

4. Sumber Data

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik
melalui wawancara, data dari kantor Wali Jorong, kantor Wali Nagari,
observasi, dan orang yang terlibat dalam pelaksanaan pembayaran

uang lompek paga dalam administrasi pernikahan pada masyarakat di

hlm. 166

12 Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), cet. ke-1,

B Ibid., him. 167
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Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan
Situjuah Limo Nagari.

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi
kepustakaan, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah
penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi,

tesis dan disertasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a.

Observasi, dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke
Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan
Situjuah Limo Nagari untuk mendapatkan gambaran secara nyata
tentang permasalahan yang diteliti.

Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis
kepada kepala kantor Wali Nagari, mempelai laki-laki dan Niniak
Mamak dalam pelaksanaan pembayaran vang lompek paga tersebut.
Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang

ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara

deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis

kumpulkan maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga
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dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan

akhirnya.

7. Teknik Penulisan

a. Deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara
utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun
sesuai dengan keadaan sebenarnya.

b. Deduktif, adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan
menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil
kesimpulan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan
gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun
sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN. Dalam bab ini mecakup latar belakang
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Adapun
yang dibahas dalam bab ini adalah hukum Islam tentang
perkawinan secara umum dan diskusi tentang pembayaran uang
lompek paga dalam administrasi perkawinan pada masyarakat di
Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan

Situjuah Limo Nagari.



BAB II

BAB III

BAB IV
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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, yaitu Jorong
Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah
Limo Nagari. Bab ini meliputi tentang keadaan geografis, keadaan
penduduk, pendidikan penduduk, mata pencaharian penduduk,
agama dan budaya masyarakat.

TINJAUAN TEORITIS. Bab ini akan membahas tentang
peminangan dalam Islam, diantaranya pengertian peminangan,
dasar hukum peminangan, syarat dan rukun peminangan, tujuan
peminangan. Membahas tentang perkawinan dalam Islam,
diantaranya pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan,
rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan.
Membahas tentang ‘urf, diantaranya pengertian ‘urf, pembagian
‘urf, dan kedudukan ‘urf sebagai dalil syara’. Dan juga bab ini
akan membahas tentang Maslahah.

HASIL PENELITIAN. Bab ini akan membahas tentang
pelaksanaan lompek paga terhadap Peraturan Nagari Situjuah
Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa
pengurusan administrasi pada masyarakat adat Jorong Padang
Kuniang, dan tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan lompek
paga terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun
2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada

masyarakat adat Jorong Padang Kuniang.
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BABII
GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis
Jorong Padang Kuniang merupakan sebuah jorong/desa yang telah ada
sejak lama di bawah pengelolaan pemerintahan daerah Kenagarian Situjuah
Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
Jorong Padang Kuniang letaknya tidak jauh dari kantor Camat
Situjuah Limo Nagari, tetapi jarak Jorong Padang Kuniang dengan Ibukota
Kabupaten lumayan jauh. Jarak Jorong Padang Kuniang dengan kantor Camat
adalah 1 KM sekitar 4 menit perjalanan, dan jarak dari Ibukota Kabupaten
Lima Puluh Kota adalah 20 KM sekitar 30 menit perjalanan, serta jarak
Jorong Padang Kuniang dengan Ibukota Provinsi adalah 143 KM sekitar 4
jam 30 menit perjalanan. Sedangkan mengenai batas wilayah jorong Padang
Kuniang sebagai berikut:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Sago
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jorong Koto Baru
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Situjuah Gadang

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Bandar Dalam'*

" Ifdal Nasir, Wali J orong Padang Kuniang, wawancara, di Jorong Padang Kuniang, pada
tanggal 9 Januari 2019.
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Sedangkan mengenai iklim jorong Padang Kuniang tidak jauh berbeda

dengan yang lainnya yaitu dengan iklim tropis.

. Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan orang yang secara hukum berhak tinggal di
daerah tersebut, dengan kata lain yang mempunyai surat resmi untuk tinggal
di daerah itu. Dalam sosiologi, penduduk ialah kumpulan manusia yang
mempunyai wilayah geografi tertentu.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam
masalah social ekonomi penduduk khususnya. Karena disamping berpengaruh
terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap
kondisi sosial ekonomi suatu daerah.” Oleh karena itulah maka proses
pembangunan penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu
bangsa dengan demikian penduduk adalah investasi yang sangat menentukan
terhadap kemajuan pembangunan. Untuk itu tingkat perkembangan sangat
penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Berdasarkan data
tahun 2018, jumlah penduduk Jorong Padang Kuniang pada saat ini berjumlah
1.416 jiwa dengan 350 KK (kepala keluarga). Untuk mengetahui kondisi
penduduk Jorong Padang Kuniang dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah

ni:

15 Hertomo, I/mu Sosial Dasar, (Jakata: Bumi Aksara, 2001), cet. ke-1, h. 9.



16

Tabel I1.1

Kondisi Penduduk Jorong Padang Kuniang Berdasarkan Umur Dan Jenis

Kelamin
NO Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
1 0-5 tahun 90 70 160
2 6-10 tahun 160 180 340
3 11-15 tahun 62 69 131
4 16-20 tahun 115 120 235
5 21-55 tahun 200 219 419
6 56 tahun ke atas 81 50 131
Jumlah 708 708 1.416

Sumber data: Statistik Kantor wali nagari Kenagarian Situjuah Gadang tahun 2018

Dari tabel di atas terlihat jumlah penduduk Jorong Padang Kuniang
adalah 1.416 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 708 jiwa dan
perempuan berjumlah 708 jiwa. Jadi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan

sama banyak.

' Sumber data: Kantor Wali Nagari Kenagarian Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo
Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018
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C. Pendidikan Penduduk

Pendidikan merupakan tolak ukur maju tidaknya suatu masyarakat,
artinya semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan suatu masyarakat semakan
tinggi pula kemajuan yang dapat dipermukiman tersebut. Dan semakin rendah
tingkat pendidikannya maka semakin rendah juga kemajuannya. Sehingga jika
suatu komunitas masyarakat ingin maju dan berkembang secara baik
pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusianya (SDM) harus
diperbaiki, dibina dan dikembangkan secara sungguh-sungguh.

Dalam suatu masyarakat tingkat pendidikan sangat menentukan
terhadap lajunya arus perkembangan pembangunan yang dilakukan, dengan
tingkat pendidikan yang memadai dari individu akan menambah sumber daya
manusia yang berkualitas, karena sumber daya manusia merupakan faktor
penting dalam proses pembangunan selain sumber daya alam. Apabila tingkat
pendidikan dalam suatu masyarakat sangat tinggi maka tingkat pendidikan yang

ada di Jorong Padang Kuniang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:
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Tabel 11. 2

Tingkat Pendidikan Masyarakat Jorong Padang Kuniang Kenagarian

Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh

Kota
NO PENDIDIKAN JUMLAH
1 Perguruan Tinggi 30
2 SLTA/Sederajat 176
3 SLTP/Sederajat 120
4 SD 355
Jumlah 681

Sumber data: Kantor wali nagari Kenagarian Situjuah Gadang tahun 2()181 i

Sarana pendidikan yang terdapat di Jorong Padang Kuniang telah ada
yaitu: PAUD, TK, SDN, MDA. Sementara untuk tingkat SLTP dan SLTA belum
ada, karena itu banyak anaknya yang sekolah di luar Jorong Padang Kuniang.
Sarana pendidikan adalah suatu hal yang penting dalam menunjang keberhasilan
peserta didik dalam memahami dan mempelajari disiplin ilmu. Selain itu sarana
pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang menunjang lancarnya proses
belajar mengajar. Adapun mengenai pendidikan yang ada di Jorong Padang

Kuniang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

7 Ibid
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Tabel I1. 3

Sarana Pendidikan Di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah

Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota

NO SARANA PENDIDIKAN JUMLAH
1 PAUD 1 buah
2 TK 1 buah
3 SDN 2 buah
4 MDA 1 buah

Jumlah 5 buah

Sumber data: Kantor wali nagari Kenagarian Situjuah Gadang tahun 2()1818

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pendidikan PAUD
(Pendidikan Usia Dini) di Jorong Padang Kuniang adalah 1 buah, TK (Taman
Kanak-kanak) adalah 1 buah, SDN (Sekolah Dasar Negeri) berjumlah 2 buah,

dan MDA adalah 1 buah. Jadi total keseluruhan berjumlah 5 buah.

. Mata Pencaharian Penduduk

Berdasarkan penelitian lapangan, dapat diketahui bahwa tingkat
perekonomian masyarakat Jorong Padang Kuniang ada yang golongan atas,
menengah, dan golongan bawah. Kebanyakan dari masyarakat bekerja sebagai

petani. Namun demikian sebagian masyarakat ada juga yang hidup sebagai

3 Ibid
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pegawai negeri, pedagang, petani, jasa. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel
di bawabh ini:
Tabel 11.4

Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Jorong Padang Kuniang Kenagarian

Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagri Kabupaten Lima Puluh

Kota
NO | JENIS MATA PENCAHARIAN JUMLAH
1 Pegawai Negeri 56
2 Pensiun 60
3 Pedagang 110
4 Petani 327
5 Jasa 11
Jumlah 564

Sumber data: Kantor wali nagari Kenagarian Situjuah Gadang tahun 201 819

Dari data di atas menunjukkan bahwa umumnya masyarakat Jorong
Padang Kuniang lebih banyak yang bertani yaitu sebanyak 327 orang.

Sedangkan profesi yang paling jarang adalah jasa sebanyak 11 orang.

Y 1bid
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E. Agama dan Budaya Masyarakat

Agama merupakan salah satu faktor yang memberikan arah dan makna
bagi kehidupan seseorang atau masyarakat. Agama juga di akui sebagai salah
satu bahkan satu-satu sumber nilai, baik moral maupun spiritual yang
memiliki peranan penting dan sumbangan yang cukup besar serta paling
tinggi harganya bagi setiap jenjang kehidupan manusia. Agama juga mampu
memberikan motivasi hidup dan penghidupan serta merupakan alat
pengembangan dan pengendalian diri yang sangat penting. Oleh karena itu,
agama perlu diketahui, dipahami, diyakini dan diamalkan oleh manusia dalam
kehidupan sehari-hari agar dapat menjadi dasar kepribadian sehingga ia dapat
menjadi manusia yang utuh. Penduduk yang ada di Jorong Padang Kuniang
seluruhnya menganut agama Islam. Adapun jumlah sarana tempat ibadah di

Jorong Padang Kuniang dapat dilihat di bawah ini:
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Tabel II. 5
Sarana Ibadah Di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang

Kecamatan Situjuah Limo Nagadri Kabupaten Lima Puluh Kota

NO SARANA IBADAH JUMLAH
1 Masjid 1
2 Mushallah 2
Jumlah 3

Sumber data: Kantor wali nagari Kenagarian Situjuah Gadang tahun 201 820

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sarana tempat ibadah di
Jorong Padang Kuniang yaitu Masjid ada 1 buah, dan Mushallah ada 2 buah.

Jadi jumlah keseluruhannya adalah 3 buah.
Uraian kegiatan keagamaan masyarakat adalah sebagai berikut:*'

1. Masjid itu merupakan tempat kegiatan keagamaan seperti shalat lima
waktu, shalat jum’at, acara-acara besar seperti Maulid Nabi, Isra’ Mi’rad,
MTQ, khatam al-Qur’an dan mengadakan kegaiatan agama lainnya pada

bulan Ramadhan.

2 Ibid

2! Yudi, Pengurus Masjid Jorong Padang Kuniang, wawancara, di Jorong Padang Kuniang,
pada tanggal 9 Januari 2019
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2. Mushallah merupakan tempat kegiatan keagamaan masyarakat seperti
shalat lima waktu, shalat jum’at, dan tempat dimana masyarakat

bermusyawarah.

Kebudayaan merupakan hasil karya, rasa dan cipta masyarakat yang
dapat digunakan untuk melindungi manusia dari ancaman atau bencana alam.
Di samping itu kebudayaan dapat dipergunakan untuk mengatur hubungan

dan sebagai wadah segenap manusia sebagai anggota masyarakat.

Masyarakat di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang
sangat memegang kebudayaan yang ditandai dengan adanya suku. Suku ialah
suatu kesatuan masyarakat, dimana anggota-anggotanya satu sama lain merasa
berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari perempuan yang menurunkan
mereka. Orang-orang yang sesuku adalah satu keturunan menurut garis
keturunan ibu, dan satu sama lain mereka merasakan dirinya badunsanak

(bersaudara).”

Adapun nama-nama suku di Jorong Padang Kuniang Kenagarian

Situjuah Gadang:

1. Suku Melayu
2. Suku Caniago

3. Suku Sikumbang

2 Anwar Chairul, Hukum Adat Di Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau, (Jakarta:

Rineka, 2010), cet. ke-1, hlm. 16
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4. Suku Pitopang

5. Suku Piliang™

Walaupun masyarakat di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah
Gadang ini memiliki berbagai suku akan tetapi dalam kebudayaan atau adat
yang berlaku tetap sama tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku

lainnya.

2 Rangkayo Muliah, Tokoh Adat Setempat, wawancara, di Jorong Padang Kuniang, pada
tanggal 10 Januari 2019



BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN

KAJIAN USHUL FIQH ‘URF DAN MASLAHAH

A. Peminangan

1.

Pengertian Peminangan

Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata
kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa
arab disebut “khithah”. Secara bahasa meminang atau melamar artinya
meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang
lainnya). Sedangkan menurut istilah peminangan adalah “kegiatan
upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria
dengan seorang wanita”**.

Secara terminologi peminangan adalah, “permintaan seorang
laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seorang perempuan
yang berda di bawah perwakilan seseorang untuk dikawini, sebagai
pendahuluan nikah”.*

Peminangan atau  khithah  sebagaimana  pendahuluan

pernikahan lainnya adalah sebuah cara bagi masing-masing pihak

(suami-istri) untuk saling mengenal di antara keduanya.*®

?* Abdul Rahman Ghozali, op. cit., hlm. 73

2 Alhamdani, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989),
cet. ke-1, hlm. 31

% Wahbah Az-Zuhaili, . igh Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-

10, hlm. 21.
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Peminangan menurut hukum adat adalah permintaan yang
berlaku dalam bentuk pertanyaan kehendak dari suatu pihak ke pihak
lainnya untuk tujuan mengadakan ikatan perkawinan.”’

2. Dasar Hukum Peminangan

Dalam al-Qur’an dan dalam banyak hadist Nabi yang membahas
tentang peminangan, tetapi tidak ditemukan secara jelas dan terarah
adanya perintah atau larangan untuk melakukan peminangan,
sebagaimana perintah untuk melakukan perkawinan dengan kalimat
yang jelas, baikdalam al-Qur’an maupun hadist Nabi.

Jumhur fuqoha’ mengatakan bahwa hukum meminang adalah
boleh, baik terhadap gadis ataupun janda yang telah habis masa
‘iddahnya.

Firman Allah SWT dalam surah al-Bagarah: 235, yang berbunyi:

}/’T/f

l \Www,ﬁ;;pwvxxéuéy)

& g4 s g Yy PSS PR s s £
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d....g e CL%./J‘ duac | {x.: 9 L%)J.’u Y)S ljJ).a_: 8]
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”)J}U - | g% Lo v.\:.g. ) Q‘ ‘)A.LP‘) ;41}-‘ S

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-
wanita  itu  dengan  sindiran  atau  kamu
Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka)
dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan

" Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: Sabdodadi,
1987), cet. ke-1, him. 124
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menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah
kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara
rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada
mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu
ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum
habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah
mengetahui apa yang ada dalam hatimu;, Maka
takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.*®

Hukum meminang adalah haram apabila ada penghalang
syar’i, baik haram untuk dinikahi sementara maupun untuk selamanya,
dan haram meminang perempuan yang masih dalam pinangan orang

lain (laki-laki) atau meminang perempuan yang masih istri orang.

3. Syarat dan Rukun Peminangan
Ada dua macam yang disyaratkan dalam meminang, yaitu
syarat mustakhsinah dan syarat lazimah yaitu:
a. Syarat mustakhsinah
Yaitu syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki
yang akan meminang seorang perempuan, agar dia meneliti lebih
dahulu perempuan yang akan dipinangnya tersebut. Syarat ini
tidaklah wajib untuk dipenuhi atau dilakukan hanya saja berupa
syarat anjuran dan kebisaan baik saja.
Adapun yang termasuk kepada syarat mustakhsinah adalah:
a) Wanita yang dipinang adalah sekufu dengan laki-laki yang

akan meminangnya.

* Departemen Agama Islam RI, al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Nala Dana,
2007), hlm. 39.
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b) Wanita yang dipinang hendaklah seorang yang banyak
memberikan keturunan, kebahagiaan maka keharmonisan
dalam keluarga akan terwujud.

¢) Wanita yang akan dipinang itu hendaklah tidak ada hubungan
darah dengan laki-laki yang meminangnya.

d) Wanita yang dipinang itu hendaklah wanita yang mempunyai
kesabaran dan mempunyai sifat kasih sayang. Yaitu seorang
wanita yang bisa menjaga kecintaannya terhadap suami, begitu
juga sebaliknya. Selain itu juga harus menjaga keridhoan dari
suaminya.

e) Hendaklah mengetahui keadaan jasmani, halus budi pekerti,
dari wanita yang akan dipinang.

f) Wanita yang dipinang itu hendaknya cerdas dan kreatif, serta
menjaga kehormatannya.

g) Wanita yang akan dipinang itu taat beragama dan berakhlak
mulia.

b. Syarat Lazimah

Yaitu syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan
dilakukan. Sahnya peminangan tergantung kepada syarat-syarat

lazimabh ini.

Adapun syarat-syarat lazimah ini adalah:
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a) Tidak ada halangan syar’i yang menyebabkan larangan
dilangsungkannya perkawinan. Adapun yang dimaksud
dengan halangan syar’i adalah bahwa adanya larangan nikah
yang telah ditentukan oleh syari’at Islam, seperti wanita itu
memang tidak boleh dinikahi (mahram), baik untuk
sementara waktu ataupun selamanya, atau sudah ada laki-laki
yang meminang wanita itu terlebih dahulu, mak wanita itu
tidak boleh dipinang.

b) Tidak dalam pinangan laki-laki lain secara sah.

c) Wanita yang dipinang itu hendaknya tidak dalam masa iddah.

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang

memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Tidak dalam pinangan orang lain.

b) Pada waktu pinangan tidak ada penghalang syar’i yang
melarang dilangsungkannya pernikahan.

c) Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj’i

d) Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba’in,
hendaklah meminang dengan cara sirry (tidak terang-

‘[erangan).29

* Abdul Rahman Ghozali, op. cit., hlm. 74.
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4. Tujuan Peminangan

Tujuan peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan
perkawinan yang diadakan sesudah itu karena dalam peminangan itu

kedua belah pihak saling mengenal satu sama lainnya.

B. Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur figh berbahasa
Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Secara arti kata
nikah berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad®”.
Menurut Abdul Rahman Al-jaziri: nikah adalah “senggama atau
berkumpul”.>! Dalam kamus Bahasa Indonesia ditemukan bahwa kata
nikah dengan kawin merupakan dua istilah yang berbeda, tetapi

mengandung makna yang sama.

Menurut ahli ushul Figh arti nikah terdapat tiga macam

pendapat, yakni:*?

a) Menurut asli ushul figh golongan Hanafi, arti aslinya adalah
setubuh dan menurut arti Majazi (metaphoric) adalah akad yang

dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Figh Munakahat
Dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke-3, hlm. 36.

3! Abu Bakr Al-Jazairi, Ensiklopedia Muslim, (Jakarta: Darul Falah, 2002), cet. ke-4, hlm.
574.

3 Azni, llmu Figh dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan
Kontenporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet. ke-1, him. 90
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b) Menurut ahli golongan Syafi’i, nikah menurut arti aslinya adalah
akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelaminan antara
pria dan wanita, sedangakn menurut majazi adalah setubuh.

c) Menurut Abdul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan
sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah,

bersyarikat artinya antara akad dan setubuh.

Secara istilah kata nikah adalah akad yang menghalalkan
pergaulan laki-laki dan perempuan. Dalam kamus Bahasa Indonesia
disebutkan bahwa pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan

perempuan bersuami istri dengan resmi.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal
1 diterangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-
laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa.”

Menurut kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah
agad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan

melaksanakannya merupakan ibadah.**

33 Undang-undang Perkawinan Nomor. 1 tahun 1974, (Jogjakarta: Laksana, 2013), cet.
ke-1, hlm. 8

* Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992),
cet. ke-1, him. 114
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Dari pengertian di atas dapat di artikan bahwa pernikahan
adalah ikatan yang menghalalkan perempuan dan laki-laki
bersenggama untuk mendapatkan pahala dan keredhoan dari Allah

SWT.

. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur
hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut
penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban

yang berhubungan dengan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia.
Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-
tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana [lmu Alam mengatakan
bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Apa yang
telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai
dengan pernyataan Allah dalam al-Qur’an.” Firman Allah Swt. QS.

az-Zariyat: 49 yang berbunyi:

3% -
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3% Tihami, Sohari Sahrani, op. cit, h.9
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Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan

supaya kamu mengingat kebesaran Allah” >

Dan juga terdapat dalam surah ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

/“/\.g_d\\jmuj)\e&um\ eﬁgﬂ;u\z{;ﬁ\;ufj
uj)Ssuejst_\.\‘}fJJ‘_gu\m‘)jody Y

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan
di jadikan-nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir”>" (OS. Ar-Rum [30]: 21)

“«

Artinya:

Dari dalil di atas, terdapat pemahaman bahwa Allah Swt. telah
menciptakan pasangan dari jenisnya masing-masing, hal ini dilakukan
agar penciptaan pasangan tersebut merupakan suatu bentuk kekuasaan

atau tanda dari kebesaran Allah Swt.

Adapun hadis Nabi mengatakan:

&m‘m\a”/ud\& d\ﬁ_‘\:\saﬂ\u_a.a‘) JMUJA.U\J.\QL)Q
IA ")ﬁhagu\e&.«&%\wuw\ “’l_a) 4_\3:;49\

} } EMMM&LJLQ(;SUAJC)SMM\JMU&\
ale 38l (sl
Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud RA, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda kepada kami, “Wahai kaum muda. Siapa di antara
kalian yang mempunyai biaya pernikahan maka menikahlah.
Sesungguhnya pernikahan lebih bisa menjaga pandangan,

3% Departemen Agama Islam RI, al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Nala Dana,
2007), hlm. 522

37 Departemen RI, al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), him.
406
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lebih memelihara kemaluan. Siapa yang tidak memilikinya

(tidak mampu) maka hendaklah berpuasa. Sesungguhnya

puasa merupakan perisai  baginya.” (HR. Muttafaq
‘Alaih)".*®

Menurut Undang — Undang Perkawinan tahun 1974. Landasan

hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU

Perkawinan yang rumusannya :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap—tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan—peraturan, pereundang—

undangan yang berlaku.””’

Menurut Kompilasi Hukum Islam. Dasar perkawinan dalam
Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa:
“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad
yvang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah
Allah  dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah, dan rahmah.”

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat merupakan suatu keharusan di antaranya

dalam perkawinan. Ketika rukun dan syarat tidak ada sama sekali atau

¥ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2006), cet. ke-1, h.256

3 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), cet.

ke-1, hlm. 50
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sebahagiannya, maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Ketika
rukun dan syarat terpenuhi, maka perlunya memperhatikan syarat-
syarat dan rukun perkawinan tersebut, sehingga perkawinan yang
dilaksanakan memperoleh keridhoan dan keberkatan dari Allah SWT.

Adapun syarat dan rukun perkawinan sebagai berikut:

Rukun pernikahan yaitu sesuatu yang mesti ada yang
menentukan sah atau tidaknya suatu penikahan. Adapun rukun nikah

adalah:

1) Mempelai laki-laki dan syarat-syaratnya adalah:
Syarat bagi pengantin laki-laki
a. Tidak di paksa atau terpaksa
b. Tidak dalam ihram haji atau umrah
c. Islam
2) Mempelai perempuan dan syarat-syaratnya adalah:
Syarat bagi pengantin perempuan
a. Bukan perempuan yang dalam iddah
b. Bukan dalam ikatan perkawinan dengan orang lain
c. Antara laki-laki dan perempuan bukanlah muhrim
d. Tidak dalam ihram haji atau umrah
e. Bukan perempuan musyrik
3) Wali dan syarat-syaratnya adalah:
Syarat bagi seorang wali

a. Islam
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b. Laki-laki
c. Baligh dan berakal
d. Merdeka dan bukan seorang hamba sahaya
e. Bersifat adil
4) Dua orang saksi dan syarat-syaratnya adalah:
Syarat bagi seorang saksi
a. Laki-laki
b. Beragama islam
c. Akhil Baligh
d. Mendengar
e. Bisa berbicara dan melihat
f. Waras (berakal) dan adil.*
5) Shigat ijab kabul.*!
a. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh kedua belah
pihak
b. Akad dilakukan sendiri oleh wali
c. Kabulnya diucapkan sendiri oleh calon suami.

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ada beberapa tujuan dari disyari’atkan perkawinan atas umat

Islam. Diantaraya adalah:

a. Beribadah kepada Allah Swt.

4 Moh. Rifa’i, Figh Islam Lengkap, (Semarang: Toha Putra, 1978), cet. ke-1, h. 455-456

*! Tihami, Sohari Sahrani, op. cit., hlm.12
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b. Untuk mendapatkan keturunan bagi melanjutkan generasi yang
akan datang. Hal ini terdapat dalam QS. an-Nisa ayat 1, yang

berbunyi:

31;3}»,uwwﬂ, Al 8355 1,87 W g

P

Al AT 1,7 9Lw>) S Vi, G &5 Las) G
RSN PR AR

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu
yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari
padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada
keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan
perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah
yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling
meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu”.*?

c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan
hidup dan rasa kasih sayang.

d. Untuk menjaga diri dari pandangan mata dari segala sesuatu yang
berbau maksiat dan sebagainya. Juga mencegah terjadinya

perzinahan yang sangat di benci Allah Swt.

Adapun hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu
adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak
diizinkan syara’ dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada

kerusakan seksual.

* Departemen Agama Islam RI, al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Nala Dana,

2007), h. 78
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C. ‘Urf/al-‘Adah

1. Pengertian ‘Urf

‘Urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf ‘ain, ra’, dan fa’
yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata ma rifah (yang dikenal),
ta’rif (deflnisi), kata ma ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata
‘urf (kebiasaan yang baik).” Kata ‘urf secara etimologi berarti

“sesuatu yang dikenal baik dan diterima oleh akal sehat.*!

Adapun dari segi terminologi, kata ‘urf mengandung makna:

el g jla Jad) 5) agrias 5L (o JS (4l 5 s sl salic ILe
aclavaic o).\.c)dl_\:u\z[ﬁ.aﬂ\ alliy ala (2 (_A:; 48

Artinya: “Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka
mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer
diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka
kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian
etimologi dan ketika mendengar kata itu mereka tidak
memahaminya dalam pengertian lain.”

Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘urf
dengan adat, maka ‘urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling
pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa shighot

yang diucapakan.*

# Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-1, him. 209

* Satria Effendi, M.Zein, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. ke-3, hlm. 153.
* Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 1996), cet. ke-6, him. 134.
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‘Urf dapat dijadikan sebagai landasan hukum dengan syarat
sebagai berikut:*°
a. Adat atau ‘urfitu mengandung mashlahah dan dapat diterima oleh
akal, dan dapat dterima secara umum.
b. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara’.
2. Pembagian ‘Urf
Ditinjau dari segi jangkauannya, ‘urf dapat dibagi dua, yaitu
‘urf al- ‘Amm dan ‘urf al-Khashsh.

1. ‘Urfal-Amm

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi

sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.

2. ‘Urfal-Khashsh
Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu

masyarakat tertentu, atau wilayah itu saja.

Apabila ditinjau dari segi keabsahan, al-‘urf dapat dibagi

menjadi dua bagian, yaitu:

a. ‘Urfash-Shahihah
Yaitu ‘urf yang baik dan dapat diterima karena tidak

bertentangan dengan syara’.?’ Sesuatu hal baik yang menjadi

% Sapiusin Shidiq, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. ke-1, him. 101-102.

7 Ahmad Sanusi, Sohari, Ushul Figh, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, cet. ke-
1, hlm. 83.
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kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak menghalalkan yang
haram dan tidak pula bertentangan dengan dalil syara’.
‘Urf dapat dikatakan shahih apabila memenuhi syarat
sebagai berikut:
a) Tidak bertentangan dengan dalil syara’, seperti al-Qur’an
dan hadis.
b) Tidak bertentangan dengan norma agama, sopan satun, dan
budaya yang luhur.
c) Tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal.
d) Dan tidak membatalkan yang wajib.

‘Urf al-Fasidah

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan
dengan ketentuan dan dalil-dalil syara’. Sebalik dari ‘urf al-
Shahihah maka adat kebiasaan yang salah adalah yang
mengahalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang

halal.

Yang termasuk ke dalam ‘urf fasid apabila memiliki ciri-

ciri sebagai berikut:

a) Bertentangan dengan dalil syara’, seperti al-Qur’an dan
hadis.
b) Menghalalkan yang haram.

¢) Dapat membatalkan yang wajib.
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d) Bertentangan dengan sopan satun, norma agama, dan
budaya yang luhur.
3. Kedudukan ‘urf sebagai dalil syara’
Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil syara’, didasarkan atas
argumen-argumen berikut ini:**

a. Firman Allah Swt. Pada surah al-A’raf ayat 199, yang berbunyi:

- l* - a A;, - e a %, /A.,A"~/5

Odgall e G el cadally Daly Gaall 2

Artinya:  “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang
mengerjakan yang ma ruf serta berpalinglah dari pada

orang-orang yang bodoh”.*

Melalui ayat di atas Allah Swt. memerintahkan kaum

muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf.
b. Ucapan sahabat Rasulullah Saw. Abdullah bin Mas’ud:
Goalodl) 315l G Aldie g8 Bl gallal) 31 jlad
Artinya: “sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah

baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk

maka ia buruk di sisi Allah”.

* Rahman Dahlan, op. cit., him. 212-213

* Departemen Agama Islam RI, al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Nala Dana,
2007), hlm. 177
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Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi
redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-
kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang
sejalan dengan tuntunan umum syari’at Islam, adalah juga
merupakan suatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang
bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat,
akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan

sehari-hari.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf di atas sebagai dalil
hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyah
merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘urf, antara lain

berbunyi:*°

A& 2
AN\

Artinya: “adat kebiasaan bisa menjadi hukum”
o~ oy~ 4 * Lo 8% {. ?,
< i B Gy B cadal L e Ul

Artinya:  “vang berlaku berdasarkan ‘urf seperti berlaku

’

berdasarkan dalil syara’.’

0 1bid.,
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Artinya: “Yang berlaku berdasarkan ‘urf seperti berlaku

berdasarkan nashsh”

4 ja s AalY Y5 a8 40 Ly Stk ¢ sl 485 L K

<ol

Artinya: “semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak, dan tidak
ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada
pembatasan dari segi kebahasaan, maka

pemberlakuannya dirujukkan ke ‘urf.”

D. Metode Penemuan Hukum Dengan Pendekatan Tujuan Hukum
(Mugqashid asy-syari’ah)
1. Pengertian al-Maslahah
Dilihat dari segi lafalnya, kata al-maslahah adalah kata bahasa
Arab yang berbentuk mufrad (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya
adalah al-mashalih. Dilihat dari segi lafalnya, kata al-maslahah
setimbang dengan maf’alah dari kata ash-shalah. Kata tersebut

mengandung makna:
BN REIL N SAPREWERE UL Fr R A IS

“ Keadaan sesuatu dalam keadaanya yang sempurna, ditinjau dari

. . . . JJ5]
segi kesesuaian fungsi sesuatu itu dengan peruntukannya

°! Rahman Dahlan, op. cit., him. 304
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Adapun dilihat dari segi batasan pengertiannya, terdapat
dua pengertian, yaitu ‘urf dan syara’. Menurut ‘urf, yang dimaksud

dengan maslahah adalah:
il g 3l ) (o358l Lol
“ Sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat”

Sedangkan pengertian maslahah secara syar’i ialah:
Bile 3 83ke o LA ailata ) (53540 Lol

“ Sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) asy-
syar’i, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun
muamalah (al-adat)”

Ulama ushul figh mengemukakan pengertian terminologi
maslahah dalam beberapa defenisi dan uraian, yang satu sama lain
memiliki persamaan-persamaan. Defenisi-defenisi tersebut antara
lain:

Imam al-Ghazali mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

“ Pada dasarnya al-maslahah ialah, sesuatu gambaran dari
meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan
itu yang kami maksud, sebab meraih manfaat dan menghindarkan
kemudharatan tersebut alah tujuan dan kemaslahatan manusia
dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan al-
maslahah ialah memelihara tujuan-tujuan syara’.”

Uraian al-Ghazali tersebut menjelaskan bahwa al-maslahah

dalam pengertian syar’i ialah, meraih manfaat dan menolak
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kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara’, yaitu:
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Defenisi-defenisi yang diuraikan di atas menunjukkan
beberapa persamaan yaitu, sebagai berikut:*

a. Al-mashlahah dalam pengertian syara’ tidak boleh didasarkan
atas keingin hawa nafsu belaka, tetapi harus berada dalam
ruang lingkup tujuan syari’at. Dengan kata lain, disyari’atkan
adanya kaitan antara al-mashlahah dan tujuan syar’i.

b. Pengertian al-mashlahah mengandung dua unsur yaitu, meraih
manfaat dan menghindarkan kemudharatan. Dalam hal ini,
defenisi yang dibuat al-Khawarizmi sudah secara inklusif

mengandung pengertian tersebut.

2. Jenis-jenis al-Maslahah

a.

Ditinjau dari tingkat kekuatan al-Maslahah

Imam asy-Syatibi menjelaskan, seluruh ulama sepakat
menyimpulkan bahwa Allah Swt. menetapkan berbagai ketentuan
syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia
( adh-dharuriyyah al-khams ), yang biasa disebut dengan al-
maqashid asy-syar’iyyah ( tujuan-tujuan syara’). Sedangkan al-
Ghazali mengistilahkannya dengan al-ushul al-khamsah (lima
dasar). Kelima unsur itu ialah, memelihara agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta.

52 Ibid.,
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b. Ditinjau dari segi pemeliharaan al-Maslahah®>

1))

2)

3)

al-Mashlahah adh-Dharuriyyah ( kemashlahatan primer)
al-Mashlahah  adh-Dharuriyyah ~ ialah ~ kemashlahatan
memelihara kelima unsur pokok di atas yang keberadaannya
bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya
pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan
keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan.
Jika kemaslahatan itu tidak ada, maka akan timbul kekacauan
dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia. Akibat
lanjutan dari hal itu adalah, mereka akan kehilangan
keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat.

al-mashlahah al-Hajiyyah ( kemashlahatan sekunder)
al-mashlahah al-Hajiyyah yaitu sesuatu yang diperlukan
seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan
menghilangkan kesulitan dalam rangka memlihara lima unsur
pokok di atas. Dengan kata lain, jika tingkat kemashlahatan
sekunder ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.
al-mashlahah at-Tahsiniyyah ( kemashlahatan tersier)
al-mashlahah at-Tahsiniyyah, yaitu memelihara kelima unsur
pokok di atas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal

yang pantas dan layak dari kebiasaan hidup yang baik, serta

53 Ibid.,
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menghindarkan sesuatu pandangan sebaliknya oleh akal yang
sehat. Hal-hal ini mencakup dalam pengertian akhlak mulia
(makarim al-akhlag). Apabila kemashlahatan tersier tidak
tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan
memlihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang
menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf

“hidup bermartabat”.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1.

Pelaksanaan Lompek Paga Terhadap Peraturan Nagari Situjuah
Gadang Nomor 5 Tahun 2017 Uraian Nomor 22 Tentang Jasa
Pengurusan Administrasi Pada Masyarakat Adat Jorong Padang
Kuniang

Pada pelaksanaan pernikahan pada masyarakat adat Jorong Padang
Kuniang, calon mempelai laki-laki yang berada di luar wilayah jorong
Padang Kuniang yang akan menikahi perempuan yang berada di
wilayah Jorong Padang Kuniang wajib membayar uang lompek paga,
sebagaimana ketentuannya dalam Peraturan Nagari Situjuah Gadang
Nomor 5 Tahun 2017 uraian Nomor 22.
Pelaksanaan Lompek Paga terhadap Peraturan Nagari Situjuah
Gadang Nomor 5 Tahun 2017 wuraian Nomor 22 Tentang Jasa
Pengurusan Administrasi Pada Masyarakat Adat Jorong Padang
Kuniang, jika ditinjau dengan hukum Islam maka termasuk ke dalam
kategori ‘urf shahih karena pelaksanaan lompek paga ini tidak
bertentang dengan hukum Islam dan banyak menimbulkan maslahah
bagi masyarakat setempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum

melaksanakan lompek paga ini adalah mubah atau boleh dilakukan.

61
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B. Saran

Setelah mengakhiri permasalahan ini, penulis ingin menyampaikan

saran-saran sebagaimana yang akan penulis sampaikan di bawah ini,

semoga bermanfaat:

1.

Pelaksanaan pembayaran uang lompek paga ini sangat perlu dijaga,
dilestarikan dan dipertahankan, karena mangingat bahwa tradisi ini
warisan bagi masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat Jorong
Padang Kuniang dan banyak menimbulkan maslahah bagi masyarakat
setempat. Dan juga diharapkan kepada masyarakat yang ikut
melaksanakan pembayaran uang lompek paga ini hendaknya
mengetahui bagaimana hukum lompek paga menurut hukum Islam
dan apa alasan dibenarkannya tradisi ini menurut syari’at.

Diharapkan kepada petugas kantor Wali Nagari untuk mempertegas

masyarakat mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan.
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DAFTAR PERTANYAAN

Kepala Kantor Wali Nagari

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi lompek paga di Nagari Jorong Padang
Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari
ni?

2. Apakah pembayaran lompek paga ini wajib di bayar oleh calon mempelai
laki-laki?

3. Apa sanksi yang akan diberikan kepada calon mempelai laki-laki tersebut
jika enggan membayar uang lompek paga?

4. Bagaimana jika ada calon mempelai laki-laki tidak mampu membayar
uang lompek paga yang sudah di tetapkan oleh Nagari tersebut?

5. Setelah calon mempelai membayar uang lompek paga tersebut,
kemanakah uang itu dikelola?

6. Apa landasan hukum tradisi lompek paga ini yang menjadi dasar untuk

dijadikan peraturan?



DAFTAR PERTANYAAN

Mempelai Laki-laki

1. Bagaimana tatacara pelaksanaan pernikahan di Jorong Padang Kuniang ini
pada saat saudara melakukan pernikahan?

2. Apakah saudara mengetahui tentang tradisi lompek paga tersebut?

3. Apakah saudara merasa keberatan dengan adanya tradisi lompek paga
yang ada di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang
Kecamatan Situjuah Limo Nagari ini?

4. Jika saudara keberatan, apa tindakan yang saudara lakukan?



DAFTAR PERTANYAAN

Niniak Mamak (Pemuk Adat)

1. Bagaimana tatacara pelaksanaan pernikahan pada masyarakat di Jorong
Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang sebelum melakukan
pernikahan?

2. Bagaimana pelaksanaan tradisi lompek paga ini?

3. Bagaimana sejarah tradisi lompek paga ini?
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Tima Puluh Kota cq Badan Keshang dan Politik Kabupaten [ima Pulub Kaota

pnhiia terjicli penvimpangan/pelanggaran terbadap ketentuan-keteniuan lersebul di atas,
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PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
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WALI NAGARI SITUJUAH GADANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PERATURAN NAGARI SITUJUAH GADANG
HOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

~ SUMBER PENDAPATAN ASLI NAGARI SITUJUAH GADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA

WALI NAGARI SITUJUAH GADANG,

2 5

=%

7

bahwa dalam rangka untuk mendukung
kelancaran penyelenggaraan  pemerintahan,
pembangunan, pembinaan, pemberdaysan dan
pelayanan masyarakat di Nagar Situjuah
Gadang, maka perlu menetapkan BSumber
Pendapatan Asli Nagari Situjuah Gadang;

hahwa untuk memenuhi maksud ketentuan
Pasal 25 Avat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 32014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa vang menyatakan
bahwa Pemerintah Desa dilarang melakukan
pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang
ditetapkan dalam Peraturan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagammana
dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas,
maka perlu menetapkan dengan suatu
Peraturan Nagari.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukkan Daerah Otonom Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1656 Nomor 25);

Undang-Undang MNoemor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembenmkkan Peraturan Perundang-Undangan
(Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 teniang
Desa [Lembaran Negara tahun Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor F
TambahanlLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tashun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indenesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5387) eebagaimana telah dua Lkali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedus Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemecrintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014
tentangPeraturanPelaksanaant/ndang-
UndangNomor 6 tahun 2014 tentangDesa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomorl23,TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nemor 5539), schagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Neomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 57 17);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan
di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Baral
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o

Nomor 2 Tahun 2007 TentangPokok-Pokok
Pemerintahan Nagari ( Lembaran Daerah Propinsi
Sumalera BaratTahun 2007 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nemer 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan
Nagari ( Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh KotaTahun 2013 Nomor 2);

Peraturan Bupati Lima Puluh Keta Nomor 36
Tahun 2011 Tenlarng  Pembinsan  dan
Pengawasan Produk HMHukum Nagan ( Bernia
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011

Nomor 36},

Dengan Kssepakatan Bersamea
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SITUJUAH GADANG
dan
WALI NAGARI BITUJUAH GADANG

MEMUTUBKAN :

BlY BYSNS NN Y!lw e}dido ey @

Menetapkan : PERATURAN HNAGARI SITUJUAH GADANG TENTANG

SUMBER PENDAPATAN ASLI NAGARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini, yang dimaksud dengan:

1.
23

3.

i

Nagari adalah Nagari Situjuah Gadang.

Pemerintahan Nagari adalah Penvelenggara Pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Wali Nagari dan Badan Permusyawaralan Nagari.
Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagal
unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagari.

Wali Nagari adalah Wali Nagari Situjuah Gadang,

Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkai BAMUS
ﬁaga_ri adalah Badan Permusyawaratan Nagari Situjuah Gadang.
dJorong adalah bagian dan wilayah nagari yang dipimpin oleh Kepala
Jorong,

f:@nggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APB
Wogari adalah rencana alokasi keuangan Nagari Tahunan yang
direncanakan oleh Pemerintah Nagari dan dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintahan Nagari dan BAMUS Nagari.

Masyarakat adalah masyarakat Nagari Situjuah Gadang yang
dibuktikan dengan data kependudukan yang sah.

uIsey JiIeAg ue
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_\ﬂ}ﬂ Keuangan Nagari adalah semua hak Nagari yang dapat dinilai dengan
uang baik berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak.
rﬂ.;ilr:’en!:@pgmn Asli Nagari adalah dana yang bersumber dari bisva
= 5€_tnhi:|sl pelayanan administrasi dan sumber pendapatan nagﬁn‘

a serta sumbangan yang tidak mengikat dan di ergunaka
esugi dengan APB Nagari. 4 .
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EBABII
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

eje ueibegas dinpnbusw Buelg|
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MaPsud UPeraturan Nagari ini untuk memberikan kepastian hukum

terhadap, Sumber-sumber Pendapatan Asli Nugari sebagali unsur
, }relenggara Pemerintahan Nagari.

A Pasal 3

Q)

@u Mo

ueyipipuad uebul
in eAiey

E

uan Peraturan Nagari ini untulk :

I

uad

y1u

85 memperiegas sumber-sumber pendapatan asli nagari dalam

penvelengegaraan Pemerintahan nagari;

embentuk Pemerintahan Nagari yang profesional, efisien dan ef ektif,
terbuka, serta bertangpung jawab:

meninglatkan pr:]ay_anan publik bagi warga masyarakat Desa guna
mempercepat perwijudan kesejahteraan umum;

memp_ﬂrJelas peran serla masyarakat dalam pembangunan nagari;dfm
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Nagari, :

ingy

gusw uep ueytumuegsusuredue
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Pasal 4
L
ang lin_glrup Peraturan Nagari ini sebagai berikut;

X

Sumber Pendapatan Asli Nagari;

P‘ﬂnge{fglaan Pendapatan Ash Nagari;

Pengurangan dan Pembebasan Pungutan Nagari;dan
Pertangpungjawaban Pungutan Nagari,

dauei efigy yes|
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% il BAB III

\/ﬂ SUMBER-PENDAPATAN ASLI NAGARI
o8 © Pasal 5

5o I

§1§n&:r Pmddpatan Asli Nagari terdini dari:

2sil Usaha Nagari yang sah;

sil Pengelolasn Kekayaan Nagari;

fasil Swadaya dan Partisipasi;

E‘-ll Gotong Royong; dan

_laitn Pendapatan Asli Nagari yang sah.

“ﬁ@@@a

Baglan Hesalu
Hagil Usaha Nagarl Yang Sah

Suepun-ﬁuﬁ

|os neje ueibeges dlmﬁuau_l B
>1 SNS NIN X

Pasal 6

Bunuaday 3njun BAuel Hedgn

n

il Usaha Nagari yang sah scbagaimana dimaksud Pasal 5 ayat {1j
diri dajw.

Pcrseﬁtaac BUM Nagari;

ersentase BUM Nagari Bersama,
ersentase hasil Pengelolaan Tanah dan atau Sawah Nagary;

ersentase hasil Pengelolaan Air PDAM; dan
ersentase hasil Pengelolaan Hasil Hutan Non Kayu,
Lain - lain Pendapatan Asli Nagari yang sah

DIQ‘LJ ue
32

Eugdouepgu
5w 'TJ

aej 1l SI|I’]1 24

'1:1"'!:

Pasal 7

ey uesinuad ‘uen)
wnuesuaw &d

~Besaran persentase Hasil usaha Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 6
fsé‘llan_jutn}a ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

; . Bagian Kedua

§ = Hagil Pengeloiaan Kekayaan Nagari

® =

= o

= - Pasal 3

) w

= o

I&sil Pe ﬁg elolaan Kekayaan Nagari terdiri dari Sewa aset-aset nagari.
5 c Pazal 9

O Jenis aset dan tarif sewa aset Pasal 8 selanjutnya ditetapkan dengan
keputusan wali nagari.

2Sew Nens uenelun neje Uy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘ue!wu
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Bagian Hetiga
Hazil Swadaya dan Partisipasi

®
e Pasal 10
Q

I—E:’ﬁﬂ swadaya den partisipasi adalah dapat berupa, uang, benda,
|aeea tenaga dan jasa lainya.

H@Eﬂ ewadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud
ayat (1) disepakati dalam musyawarah nagari bersama Badan
PE’-t‘l:nl.ls*fF awatan Nagarn sefiap awal lahun anggaran.

Bagian Keempat
Hasil Gotong Royvong

Paszai 11

NS NIN X!

Gﬁ’mng royong adalah kebiasaan asli masyarakat Nagan Situjuah
G&dang untuk saling toleng-menolong dalam membangun Nagart.
Pélaksanaan gotong rovong sebagaimana dimaksud  ayat (1)

selarjutnya diatur dengan Peraturan Wah Nagan.
c

Pagian Kelima
Hazil Hutan Noa Kavu

Pasal 12

Hutan Non Kavu adalah Pengelolaan dan pemamfaatan hutan sebagai
pengembangan tanaman, fernak, dan lainya oleh mvestor maupun
masyarakat Nagari Situjuah Gaddrlg untuk kemalmuran rakyat
dalam membangun Nagar

Pelaksanaan pengelolaan dan pemamfaatan Hutan son  Kayu
sébagaimana dimaksud avat (1) sclanjutnya diatur dengan Peraturan
Wali Nagavi.

Bagian Heenam
Lain-lzin Peadapatan Asli Nagari yapg sah

Pasal 13

FSIDAIU() DIUWE[S] 3

Lmn :L‘am Pendapatan Asli Nagari vang sah lerdir dart ;

oo TPy

.Jgsa Pengnrusan Administras: Masyarakat;
Bumbangan Perantaiy;

inga Simpanan uang di Bank; dan

imbangan Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat.

uisey] jriedAg ueHn
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I Pasal 14

NVIY VISAS NIN
JoU:
[
0

%

Rmmarr) jenis dan besarnya biaya Jasa Pengurusan Administarasi
CMassyar%cat Pasal 12 hurul a sebagaimana dimaksud dalam Lam]:nr.—_m I
Eragg merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

BAB IV
PEHGELOLMH SUMBER PENDAPATAN ASLI NAGARI

Pasal 15

iN q11w eydio y

—

Bueptin-Buepun 1Bunpulq €3

Selugtuh hasil penerimaan Sumber Pendapaian Asli Nagari disetor ke
kastfnagan dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
ngan

2) Pemaniaatan hasil Bumber Pendapatan Ash Nagari dipergunakan
utifak kegiatan Penyelenggaraan Pemeriniahian Nagari.

J:l,}r‘lfC—)S neie.ueibeges diynbusw HBuew

Pasal 16

nely

umhn:r Pendapatan Asli Nagari vang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
{ilaksanakan oleh Wali Nagari di bantu oleh perangkat Nagari atau ..utaf
ang {htumuk melalui Keputusan Wali Nagari

QUEEJ_IH{,S!IW, efiey y

Fasal 17
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1) Pemerintah Nagari dapat memberikan pengurangan atau pembcebasan
pungutan nagari, kepada warga masyarakat nagari yang termasuk
dalam Daftar Keluarga Miskin.

2] Pemberian pengurangan atan  pembebasan  pungutan  nagari
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dari
maﬁ?aral{al dai disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN PUNGUTAN NAGARI

:1aquins ueyingaAusuw u.ap ueyunuesusw g

Pasal 18

FAIUN) DTWIR[S] 9)Eqs

(1) Perfierintah Nagari menpgatur kegiatan yang berhubungan dengan
Sumber Pendapatan Ash Nagari, dan sctiap Sumber Pendapatan Asli
Nagari  dibukukan  dengan  tertib, teratur dan  dapat
dipertanggungiawabkan.
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o/l

\

2 Wal Na

Y

menyampaikan kelos
Hiasyerakat melahyl BAMUS
Ihasil Sumber

Q

=BT TERrS

[PNagari menvempailian
COmelaiui Carnat sesuai

Onrasy

Pendeputan Asl

dengan perat

Buepun-Buepun 1bunpuijig e3di) yeH

Pada saat Perapuras MNaguri
Gadgng Noawr & Tatun 201
N.‘ﬂ_g%:l { Lembaras Nagari

licabiil dan Sim idsk
cicabul dem dinvatakan ddak netiak,

Jaquins ueyingaAusw uep ueywnjuesuaw eduej 1ul sin) eA1ey yninjas neje ueibeges diynbusw Buese|iq -
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a Pazal 10

=

Laporan RETtangouns igwalb ke

inL berlalky, Peratyran Nagar:

l:; _ll‘a}zta_ng Tertib Pungutan Admisistros;
=iayuan Gadang Nemer 6 Tahun 1?{}1[?_}

?Jfg.ﬂﬂ p:er‘tanggung Jawaban kepsds
lentang melakwsasann tugaz dan hasil
NEgan  pady Befap aichir

fo ks i

il = Rl

pada Bupai

uran p&mndang-imd:mgs_n et

Bitiguak

=
Pasai 20
Peratiran Nagaii in? muiad berlalo: brialan Jarn ar 2017
Agar setap orapng ¢ : i SR
5 . WiEang  nengefabidivya, memerintabloan —_
f%*mtumﬂ Nagam 394 dendan Penempatannva c-imlz-;:fi.e }Jtﬂsﬂmﬂengﬂn
Stdjuah Gadang, ' e
Ditstaplean di Sitihah Gadany
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PERATURAN NAGARI SITUJUAH GADANG

NOMOR 5 TAHUN Z017
e o TANGGAL . T hquinas 2017
o x> = TENTANG SUMBER PENDABATAN ASLI NAGARI
) 2 o SITUJUAH GADANG
2 S
Lg gRlNgAI.PLi"I JENIS JASA PENGURUSAN ADMINISTRASI MASYARAKAT
o S PEMERINTAHAN NAGAR! SITUJUAH GADANG
@5 o P Tl
[%Ng = RINCIAN BIAYA (Rp ) KET
515 | Permohonan KK,KTP Rp.0,-
D 5 e
5% | Surat pindah dan datang. Rp.0.-
Q.}_:_ C— . = e — = -
5;3@' Satat keterangan kelahiran Rp.0.-
C o e
2 Srat keterangan lurang mampu dan tidak
j=d, == Rp.0.-
= TR
E’Lﬁ. S‘%‘at keteranzan domisili Ep/0.-
J —
96, | Swrat Keterangan Kematisn Rp.0,-
= = _ =
7, | Sural Keterangan Tempat Usaha Rp. 10.000,-
P N =i
|§;' Mengetahui surat permchonan Izin mendiriikan =
%8,_ bangunan (IMB) i Rp. 25.000,
4] : ; ey
Mengetahu surat permohonan izin usaha : 3
égi | (stup) Rp.25.000- |
|81L'l. Surat Keterangan Calatan Kepolisian Rp.16.000,-
. "-T_h . : B 3 % dari harga
;1 . | Surat kontrak mengﬂnt_rik_ T:em.ih 4 e i
S12. | Surat Keterangan Usaha untuk Permohonan
) Kredit Bank
S a. < 5.000.000 Rp. 15.000,-
(0] n. SEC I —
< B < 10.000.000 Rp. 30.000.-
T e _
;.._ €. 10.000.000,- s.d 20.000.000 RP. 50.004,- |
S [ > 20.000.000,- Rp.100.000,- |
Slﬂ. Swrat keterangan menilkeh dan beham menilah | Rp. 10.000,
e A A e i — -
214, | Burat-surat pernvataan Hp. '25.000,- !
P R | !
15. | Sbfat kussa Rp. 10.000,-
T i o - R N R e bt et
16. | Siirat Keterangan Kehilangan RP. 10.000;-
| 17. | Srat Keterangan Al Waris Rp. 10.000,-
=) S
1&. S@}at Keterangan Berpergian / Jalan Ep. 10.000,-
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Surat neterangan Penebangan Kava (surian- |

UISeY we&g

d ] H |
: By 104800 -
- T 19.0 guman dan h:elapa} B 10000 | |
. (_J ...... i == =
) %’: 20T Surat ““"Ei'niﬂ]gﬂr: FPrnohaatian Bo, 16.06G0- | :
= gD - . i |
S F A -Modsl N | i
Q g ..ol ~Surat Pernyataan Jenis Relamin B0 006
(3[, E 215- -Surat Pernvataan Belum Menika/Jejaks Rp. 15000, ‘ !
a ~ _Surst Kerevengen Catin . |
TE__;- 22; Ketentuan Lompat F“ﬂ,gﬁf’fhmsﬁn&* Hagar. 5 i
@ Zla. Antar Kecamatan Rp. 300.600, j
C"‘ e — = .- . ——— B
& A b, Aty Kebupaten Rp. 400.U00.- [
o g = - : .
S 3 e Antar Provins Rp. 508000, | :
S o B S - :
@ ]d WA Ko, 1.500,000,-
- - =
‘_:‘ o wn et e 1
5 237 Burat Pengantar [xin Keramaian Fp, 40.000, | |
- v L
L 4;0 Sural Penganiar lin Aeramaian dengai T, 200,000 - |
) Linmas . TEE g L
= 5aC| Sarat Heterangan Hibsh antern perorangsn |4 % darl haren 1.5%
g. g denkelompek 0 0 tanah/sawaly | AN
5 | 26. | Sural Beterangan Hibah ke *amhtas Umam | B0 8- : .
= i T
é 27. | Suret Keterangan Pinjam stemniam Ry 50,000, - : '
3 ; s | 4 9% davi havge | 1,5 %
@ ! o hieal BEindls e : = 2
g : R Beral Fm{_ﬁ_th Il:d’i. ) p}ﬂﬁﬂh hﬂ.{‘: I ]_‘ul.gtm I
m | (4 W. ;. i
2 29, Pﬁmbuﬂmn Silwila waris - rani Rp, 150000 | i
AT 1
% a0, Wid}gftﬂhﬂ.. Fenanda Langanan ol wruuka.a : By 50000 |
= Gan sejenisnys, st | |
S |~ 1, | Mengetahui Fropesal dau leporas begiatan | Bo. 20000, |
; ~ | Kelompek Tani den kelompok lainye, : !
@ | 3207 Pengaduan Pidana Finga: Piaya maai | ,
< b R Y . :
% 33| Fengaduan KBRT Biiava mitrat ] i
& | @| Bengaduan Perdate dan Perdela Adat (Sako-| ' B
= Ad & Risva mairai |
2 5| Pusadko) i !
= R S = = s | -
4 3-_’58 Pengaduan-Petitedusn lainya Higyva matred i .:
R = S
a Ditetapkan di Situjuah Gadang
® Pada tanggal F a'f'-'}n.:ihwﬁ 2017
< WALL HAGAR %m{?.ﬂrﬁx GATANG
- rm———a _EI:......._ - — :1 '!I
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il NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
a BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
DAN

PEMERINTAH NAGARI SITUJUAH GADANG

UMBER PENDAPATAN ASLI NAGARI! SITUJUAH GADANG

T @
T

2 e Nomor - 910/ [©/Bms-2017

2 o Nomor 910/ (0 /Pem-2017

g e

2 | 8 TERHADAP

c 3 PERATURAN NAGARI SITUJUAH GADANG
4 = TENTANG

S sU

nw

(= C

= | —

o

o e
k@ Sgnin tanggal tujuh Bufan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dalam
Paripyrna Badan Permusyawaratan Nagari, bertempal di Aula Kantor Wali
| Situjuah Gadang kami yang bertanda tangan dibawah ini :

W

1;3’ Nama; - SYOFIARLEDI

o Jabatan - Wali Nagari Situjuah Gadang, Kec. Situjuah Limo Nagari
= c

E"i;élanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Situjuah Gadang.
2 a Nama | F.DT.BANDARO PUTIAH

o Jabatan - Ketua Bamus Nagari Sit. Gadang, Kec. Situjuah Limo MNagari
2 b. Nama . SUSRAFIKA

o Jabatan - Sekretaris Bamus Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan

2 Situjuah Limo Nagari

3

Selanjutnya berlindak untuk dan atas nama Badan permusvawaratan Nagari
Situjuah Gadang

ue

%erdasaqjggn :

Au

& 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 fentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7. Tambahan
Lefbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); ..
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 35338), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 Tenteng Desa (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717),

Peraturan Pemerintah Nomor €0 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

e

JJagquins uein

2
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Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang
Pefubahan Atas Peraturan Pemerintsh Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana
Dé&sa Yana Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara,
P&faturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Tgkn:s Paraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momoer 114 Tahun 2014 Tentang Pedeman
Pembangunan Desa;

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 fentang
Pgngelolaan Keuangan Desa,

Peraturan Menteri Keuangan Republik indonesia Nomor 83 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pengaunaan, Pemantauan
dan Evaluasi Dana Desa.

Pgraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Momor 2 Tahun 2013 Tentang
Pemerintahan Nagari ( Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh KotaTahun
2013 Nomor 2):

Peraturan Nagari Situjuah Gadang nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Situjuah Gadang tahun
2018-2022

Buepun-buegun geynpqmq ejdio ey

w

fab)

Badan Permusyawaratan Nagar Situjuah Gadang dan Pemenniah Nagan Situjuah

‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbusad ‘e
siin} eA1ey ynunjas neje ueibegas dijnbuaw Buele|iq °|

- 43adang secara bersama felah melakukan pembahasan terhadap Peraturan Nagari

{%@juah Gadang tentang Sumber Pendapatan Asli Nagar Situjuah Gadang, melaiul
Hdingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana diatur pada Peraturan Tata tertb BAMUS
Napari Situjuah Gadang

© @ Hasil Pembahasan bersama terhadap Peraturan Nagarn Situjuah Gadang tentang
g“:Lgnbar Pendapatan Asli Nagari Situjuah Gadang tersebut sebagaimana tarlampjr kami

- @efujul untuk diletapkan menjadi Peraturan Nagari Situjuah Gadang sesual dengan

efentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

A HEgl

§ Nota persetujuan Bersama ini dibuat di Situiuah Gadang pada harl, tanggal, bulan
@tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Persetujuan Bersama ini.
=
: e
%HAL! GARI Tﬂ{UAH GADANG EAD}H:PERMUEYAWAHATAH NAGARI
o
= £ T .: n
=} l P
£ s*rdr}h kﬁ &
" Sekretaris
o
f |
SUSRAFIKA
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Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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ITUJUAH LIMO NAGARI-KAB.LIMA PULUH KOTA

KEPUTUB&R BAMUS NAGARI SITUJUAH GADANG

NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG

PERATURAN NAGARI TENTANG

- SUMBER PENDAPATAN ASL]I NAGARI SITUJUAH GADANG

USYAWARATAN (BAMUS) NAGARI SITUJUAH GADANG,

a

Nola Persetujusan Bersama Wali Nagari dan BAMUS Nagani
tentang Peraturan Nagari Tentang Sumber Pendapatan
Asli Nagari Situjuah Gadang;

Bahwa untuk memenuhi maksud point a diatas perla
ditctapkan dengan Surat Keputusan BAMUS Nagari
Sitajuah Gadang;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukkan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Linglkungan Propinsi Sumatsra Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tenlang
Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tshun 2011 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesis
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495}

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) se bagaimana telah
dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
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58

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 Tentang
Pemindahan [bukota Kabupaten Lima Puluh Kota
Sarilamale

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor € @hun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara kRepublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 553Y), sebagaimana (elgh
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S7T17);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomer 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraiuran
Pemerintah Nomor 60 Tghun 2014 Tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006
Tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrah;

Peraturan Mentferi Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
Tentang Pedoman Telmis Peraturan di Desa;

Peraturen Menteri Dalam Negenn Nomor 30 Tahun 2006
Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan
Kabupaten/ Kota Kepada Desa;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006

Tentang Pedornan Administrasi Desa;

. Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomeor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

Tentang Pedoiman Pembangunan Desa;
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15.

16.

18.

19.

20.

21,

22

23.

24.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi nomor 21 tahun 2015 tentang Penctapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 20162

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
247 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyvaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana
Desa;

 Peraluran Daerah Kabupatern Lima Puluh Kota Nomor 1

Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan
Pertangeungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1 );
Peratuian Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2
Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari ( Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Pulub KotaTahun 2013 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nemor 5
Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dasrah Tahun Anggaran 2016 { Lembaran Daeran
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 3§
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 111 Tahun 2011
Tentang Pedoman Penctapan dan Indiktor serta Mckamsme
Bantuan Keuangan Nagari ari Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota { Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2011 Nomer 111);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2013
Tentang Petunjuk Teknis Pengeloloan Dana Alokasi Khusus
Nagari (DAKN) Dari Pemerintah Kabupaten (Berita Daecrah
Kebupaten Lima Puluh Keta Tahun 2015 Nemer 9);
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Pembagian, Rincian, dan Prioritas
Penggunaan Dana Nagari Disetiap Nagari { Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomeoer 28);
Pergturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2015
Tentang Pengelolaan Keusngan Nagari (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 201 5 Nomor 39);
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 7 tahun 2016
Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Nagari Yang
Bersumber Nari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2016 nomor 7);

25, Peraturan Nagari Situjuah Gadang Nomor 4 tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari
(RPJM-Nagari) Tahun 2016-2022;
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MEMUTUSKAN

Menerims dan Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari
Tentang Sumber Pendapatan Asl Nagari Situjush Gadang
menjadi Peraturan Nagari Tentang Sumber Pendapatan Asli

Nagari Situjuah Gadang;

Sumber Pendapatan Asli Nagari Situjuah Gadang dipertegas
guns untuk mendukung kelancaran penyclenggaraan
pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan
dan pelayanan masyerakat di Nagari Situjuah Gadang guna
mewnjudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Nagari;

Apabila terdapal kekeliruan dan kesalahan serta kekurangan
dalam penctapan ini, maka akan diadakan perbaikan kemball
sebagatmana mestinya:

Ditetapkan di  : Situjuah Gadang
Pada Tﬂ%ﬁ%_;—?l Adowstul 2003
BADAN PERMUSYAWARATAN { BAMUS |

f : "'__KA.E"". UA
L2 AT =
O Eb

L.gm.umueauew eduey 1ul siny eAley yni

Jaquins uemnqe&uegj ep,

busan :
. Bupati Lima Puluh Kota di Sanlamak

uISey JIIeAG uej[ng Jo AJISIdATU() DIWE[S] d}e

2, Camat Situjush Limo Nagari di Banda Dalam
2, Wali Nagari Situjuah Gadang di Situjuah Gadang
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PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERATURAN NAGARI SITUJUAH GADANG NOMOR 5 TAHUN 2017 URAIAN
NOMOR 22 TENTANG PELAKSANAAN JASA PENGURUSAN ADMINISTRASI
UANG LOMPEK PAGA DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT ADAT
KENAGARIAN SITUJUAH GADANG KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI,
yang ditulis oleh :

Nama : PUTRI RAHMATUL HUDA
NIM : 11521201049
Program Studi  : Hukum Keluarga (AH)
Telah dimunaqgasyahkan pada :
Hari / Tanggal  : Selasa, 22 Oktober 2019
Waktu : 08.00 Wib
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas
Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munagasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2019 M
TIM FENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dra. Nurlaili, M.Si

Sekretaris
Yuni Harlina, M.Sy

Penguji
Dr. Zulfahmi B, M.Ag

Penguji 11
Haswir, M.Ag

Mengetahui :
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Erni, é.Sos., i’ﬁ"

NIP. 19680226 199103 2 002
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RIWAYAT HIDUP

Putri Rahmatul Huda lahir di Situjuah Batua,
Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh
Kota pada tanggal 29 September 1997, dari pasangan
ayahanda Zulhendri dan Ibunda Elmawati A. Amd, Keb.
Penulis merupakan anak kedua dari empat saudara. Abang
penulis bernama Ahmad Zaki S.I dan adik bernama
Muhammad Imam Al-Fajri, Aprilia Khairan Nisa.
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